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GUBERNUR ACEH 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR ~o TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF DAN DENDA 
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

a. bahwa dalam rangka meringankan beban perekonomian 
masyarakat akibat inflasi kenaikan harga bahan pokok dan bahan 
bakar minyak serta untuk mendorong ketertiban administrasi 
terkait · dengan ketentuan penghapusan database kendaraan 
bermotor yang 2 (dua) tahun tidak mendaftar ulang setelah habis 
masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan, perlu didukung 
dengan kebijakan daerah; 

b . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Qanun 
Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, Gubernur dapat 
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak 
Kendaraan Bermotor pada saat tertentu; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan 
Bermotor; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pan demi Corona Virus Disease 201 9 ( Covid-1 9) dan / 
atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516) ; 

4. Undang- ... /2 

ATE \ MW \ DATAWAHED \ 2023 \ DISDIK \ KEP .GU8 \ NOV 



- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
un tuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 201 9 ( Covid-1 9) 
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (L~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik! Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran 
Aceh Nomor 2 Tahun 2012 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 
2017 teritang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95); 

14. Qanun .. . /3 
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14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah 
dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 
21); 

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 
11 ); 

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 
2018 Nomor 66) ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF 
DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pajak Progresif adalah besaran pemungutan tarif pajak yang berbeda 
yang dibebankan kepada wajib pajak yang akan meningkat 
seiring dengan jumlah kendaraan atas kepemilikan nama dan/ 
atau alamat yang sama dalam satu keluarga. 

2 . Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak 
atas kepemilikan dan/ a tau penguasaan kendaraan bermotor. 

3 . Pajak adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

4 . Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Denda 
PKB adalah sanksi dimana wajib pajak harus membayarkan 
sejumlah uang kepada negara/ daerah atas keterlambatan 
pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

5 . Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan yang bergerak yang dalam operasionalnya 
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

7 . Aceh .. . /3 

ATE \ MW \ DATAWAHED \ 2023 \ DISDIK \ KEP .Gua \ NOV 



- 4 -

7 . Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang 
Gubernur. 

8 . Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh 
yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 

9. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 

10. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat 
BPKA a_dalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh 
yang mengelola keuangan Aceh. 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk 
pelaksanaan pembebasan Pajak Progresif dan Denda PKB. 

Pasal3 

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan: 

a. mengurangi dampak resesi ekonomi masyarakat dan inflasi akibat 
kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak; 

b . tertib administrasi data Keildaraan Bermotor sesuai ketentuan 
terkait penghapusan database Kendaraan Bermotor yang 2 (dua) 
tahun tidak mendaftar ulang setelah habis masa berlaku Surat 
Tanda Nomor Kendaraan; dan 

c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PKB dan 
mengoptimalkan realisasi penerimaan PKB di Aceh. 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: 

?-· Pajak Progresif; 

b. Denda PKB; dan 

c. masa berlaku. 

BAB II 

PAJAK PROGRESIF 

Pasal 5 

Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran PKB diberikan 
pembebasan pengenaan Pajak Progresif selama masa pemberian 
pembebasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini. 

BAB III 

DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

Pasal 6 

(1) Kendaraan Bermotor yang menunggak dibebaskan berupa: 

a. Pajak Progresif; dan 

b. Denda PKB. 

(j--- (2) Kendaraan .. . /5 
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(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangberalih kepemilikan pertama dan/atau penyerahan kedua danseterusnya, tetap dikenakan PKB sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. 
BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Masa berlaku pembebasan pengenaan Pajak Progresif dan Denda PKBsebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilaksanakanterhitung mulai 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Gubemur inidiundangkan dan berakhir pada 31 Desember 2024. 
BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan pembebasan pengenaan Pajak Progresif danDenda PKB sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkanoleh Kepala BPKA. 
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahAceh. 

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 3o N� 2023I.&. J..a�Jil �\ 1445
f EKRETARIS DAERAH ACEH,(

BUtAMI 

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 40
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Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, .;o tfo11e,,,,.\.ier 2023
\'1 ..L�, ,.,.,)oJ445

( Pj. GUBERNU� ACEH,.,P

ACHMAD MARZUKI


